BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :108/KPTS/ 1 /2012

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional, perlu ditetapkan Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis
tentang Penetapan  Tunjangan Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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6 Pefatﬁran g Pemerlntah : Nomdr:' ; 24  Tahun 2004

~ tentang  Kedudukan = Protokoler dan = Keuangan
'Pimpinan - ‘dan- Anggota Dewan PenNakllan Rakyat Daerah, -
~ sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
- Peraturan -~ Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
“tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah -
Nomor . 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
- dan = Keuangan  Pimpinan dan  Anggota Dewan
~ Perwakilan Rakyat Daerah; '

" 7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005

" tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;’

8. '~'P,eraturan: ‘Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

~ tentang ~ Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; :

9.7Peraturan “Pemerlnta’h Nomor - 38 . Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerlntahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerlntahan Daerah .

: Kabupaten/Kota

. 10 Peraturan - Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006

‘tentang  Pedoman  Pengelolaan ‘Keuangan = Daerah,
'sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua -atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman‘
-Pengelolaan Keuangan Daerah; '

" 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2007

- tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
" Penganggaran dan - Pertanggungjawaban  Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008

- tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah
‘Kabupaten Bengkalls : 5

13. ':Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 08 Tahun 2008

‘tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan ~Sekretariat Dewan PenNakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis; - ‘

L 14, }Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
'Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012; ‘

15.'Peraturan Bupati Bengkalls ‘Nomor 4 Tahun 2012

- tentang: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Berlanja

e ~ Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN
e Menetépk‘an‘l ‘Tunjangan ~ Komunikasi Intensif Pimpinan
< dan - Anggota ' Dewan Perwakilan. ~ Rakyat Daerah
~serta - - Belanja: ‘Penunjang Operaswnal Pimpinan

l Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
~ Tahun2012. |



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU,
adalah sebagai berikut :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif, sebesar Rp. 6.300.000,-
(enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Belanja Penunjang Operasional, sebesar Rp. 26.040.000,-
(dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Tunjangan  Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU,
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Kategori kemampuan keuangan daerah sebagai dasar

perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Belanja Penunjang Operasional adalah kategori
kelompok tinggi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 10 pegrusp 2012

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

TP & 00 DD

Gubernur Riau di Pekanbaru;

Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.




